
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 53 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA, 

Mengingat 

a bahwa dalt m rang#a pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara,  maka 
pertu ditetaplan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan 
Pemberdayaan Masyarak.at dan Desa Kabupaten 
Jepara, 

b. bahwa untuk malsud tersebut huruf a, pertu 
ditetaplan dengan Peraturan Bupati 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Deaerah-daerah Kabupaten Dalarr 
Ling#ungan Propinsi Jawa Tengan, 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentuan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenintahan Daer ah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republikx Indonesia Nomor 4437) 
sebagairana telah beberapa kali diubah tenakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da rah 
(Lembaran Negara Republik indon ia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) 



Menetapk.an 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tertang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat 

dan Pemenintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara PRepublik Indonesia Nomor 
4438) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pererintahan Antara Pererintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara PRepublik Indonesia 
Nomor 4741), 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesaban, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan, 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pererintahan Daerah Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2008 Nomnor 3, Tabahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomnor 2 )  

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Deerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2010 Nomor 18) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPAT TENTANG PENJABARAN TUGAS 
DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DAN DESA KABUPATEN JEPARA. 



) 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Bupat in yang dimaksud dengan 
Kabupaten Jepara 

Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
p yo ie ggara  permenintathan  daerah 

3 Bupat adalah Bupati Jepara 
4 Sekretanis Daerah adalah Sekretanis Daerah Kabupaten Jepara 
5 Baian Pemberdayaan Masyaralat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara 
6 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang 

berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

BABII 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdini dari 

1 Kepala 
2 Sekretaniat ,membawah 

a Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b Sub Bagan Keuangan 
c Sub Bagan Umum dan Kepegawaian 

3 Bdang Pemberdayaan Ekonomni dan Sosial Masyarakat, membawahi 
a Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 
b. Sub Bi«dang Pemberdayaan Sosial Masyarakat 

4 Bidang Penanggulangan Kemislinan, membawahi 
a Sub Bidang Pendataan Kemiskinan, 
b. Sub Bidang Pengentasan Kemiskinan 

5 Bi«dang Pengembangan Desa, membawahi 
a Sub Bidang Pengembangan Kapastas Desa/Kelurahan dan 

Kelembagaan Masyar alat 
b Sub Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Masyarakat 

6. Kelompok Jabatan F ungsional 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagan Kesatu 

Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pasal 3 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebiakan dau rah serta memnbantu Bupati dalarn 
m en ye le  ngarakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat 

fa 
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Pasal 4 

Untuk meryelenggaraka tugas sebagairnana dimnaksud dalamn Pasal 3, Badan 
Pemberdyaan Masyarakat dan Desa merpunyai fungsi 
a perurmusan kebijak.an teknis sesuai dengan lingup tugas0ya 
b pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemnerintahan daerah sesuai 

dengan ling#up tugasnya 
t pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

Bagian Kedua 

Kepala 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memnpunyai tugas 
memimpin dan bertanggungiarw atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 
Pemberdavaan Masvaralat dan Desa sebaaimana dimaksud dalamn Pasal 3 
dan Pasal 4 

Bagian Ketiga 

Sekretariat 

Pasal 6 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, 
perjalanan dinas, periengkapan, epegawaian, keuangan, kearsipan, 
pereliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan lap0ran 

(2) Selretariat dipimnpin oleh sorang Sekretaris yang berad dibawah dan 
bertangqunoiawa kepada Kepala Badan Pemberdavaan Masvarakat dan 
Desa 

Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6, 
Sekretariat mempunyai fungsi 
a perencanaan, evaluasi dan lap0ran; 
b penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggan dan 

perjalanan dines, ; 
c pengelolt in urusan epegawaian, keuangan dan dokumentasi; 
d penyajian baban kebijalan pimpinan 
e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Pemberdayaan Masyaralat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 8 

(1) Sekretariat terdini dari 
a Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b. Sub Ba gian  Keuangan  
e  S  ca Lrnurn la Kopec caan 
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(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dirnaksud pad yat (1) diirnpin 
oleh seorana Kepala vana berada dibawah dan bertanoun wat iepaca 
Sekretaris 

Pasal 9 
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun renana 
dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi 

Pasal 10 

Untuk mnenyelenggarakn tugas sebagaimana dimaksud dalam Paa 9, Sub 
Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi: 
a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja; 
b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis 

Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan anggaran serta Laporan 
Pertanggungiawaban Pererintah Daerah; 

c pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pererintah dan laporan-laporan insidentit 
d. pelaksanaan pengurpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data 

dan menyiaplan bahan laporan kinerja Badan serta menryusun bahan 
pembinaan organisasi dan tatalaksana 

e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugas0ya 
f pengkoordinasian penyiapan bahan perurusan kebijakan teknis di bidang 

Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat 
pelaporan kegiatan badan 

g. pemberian saran, pendapat dan perimbangan kepada atasannya untuk 
menyelesaikan masalah sesuai ling#up tugasnya 

h pengioordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai ling#up 
tugasnya; 

i pelaksanaan monitoring den evaluasi kinerjg sesuai lingkup tugasnya 
j penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai ling#up 

tugasnya 
• pelaksanaan perbinaan, penilaian dan evaluasi linerja bswahannya 
I penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan den 

Evalusi; 
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan tungsinya 

Pasal 1f 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata 
usahaan leuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungiawaban 
administrasi keuangan 

Pasal 12 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimaksud dalam Pasal 11, Sub 
Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 
a perencanaan keuangan Badan 
b penyusunan anggaran belanja langsung dan tidal langsung; 
c pelaksanaan egiatan perbendaharaan meliputi permbukuan, verifikasi 

rekapitulasi dan dolumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tale 
langsung 

d peryusunan laporan perhitungan dan pertanggungawaban keuanga, 
e koordin si secara internal di lingiungan unit lerjg 



• 
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I - i Badan 

g p mbu atan  laporan  uai  deng b a ng  tag my«a 
h. pen gioordin as in n  peryi pan  bah  peruruan  bi te  db  re  

euangan, 

l pemberian saran, pendapat dan pertimnbangan pad a nee ut 

menyelesak.an masalah sesuai lingip tu g4  ya 
j pengkoordinasian pelaksanaan tuga -tu ga s  sesuai lingup tug ya 
k. pelaksanaan  monitoring dan  evaluasi  linerja sesuai ling#up tugasnya 
I penyiapan baha penyusunan laporan linerja dan keuangan sesuai lingup 

tugasnya; 
m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahanya 
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan tungsinya 

Pasal 13 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarak.an 
urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas 
perengkapan, dan kepegawaian 

Pasal 14 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13, Sub 
Bagian Urum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana anggaran kebutuban barang 
b. penyusunan data dan administrasi irventaris kantor, 
• pelaksanaan ketatalaksanaan urumn meliputi administrasi urum, turat 

menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian; 
d pelaksanaan kegiatan rurah tangga dan perjalanan dines; 
• peaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; 
f pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor, 
g pengurusan mutasi, dilat, esejahtersan pegawai, hak dan lewajban 

pegawai; 
h. pelaksanaan tugas pembinaan administras/ umurn dan kepegawaiant, 

pelaksanaan oordinasi secara internal di lingkungan unit kerja 
j pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan 
k. pengkoordinasian penyiapan bahan perurusan kebijakan teknis di bidang 

Umum dan kepegawaian, 
l pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk 

marvelesalap.mesalb .see.gator de0ear 
m pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya 
n penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bila 

tugasnya 
o0 pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai 

ling#up tugasnya 
p pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya 
q pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 
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Bagan Keemnpat 

Bidang Pemberdayaan Ekonormi dan Sosal Masyarakat 

Pasal 15 

(1)Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat mempunyair tugas 
pokok melaksanakan penyiapan, perurusan, kebiakan tehnis, pelaksanaan 
peryusunan rencana dan program kegiatan, fashrtasi, bantuan, bimbingan 
dan pembin n, pendataan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan linerja dibidang Pemnberdayaan Ekonomni Mas yarakat dan Sosial 
masyaralat 

(2) Bidang Pemberday n Ekonomi dan Sosial Masyarakat dipimnpin oleh 
seorang Kepa la  yang  berada  dibawah  dean  bertanggungarwa  kepada  Kepala  
Badan  Pemberdayr in Masyar a.at dan Desa 

Pasal 16 

Untuk meryelenggarala tugas sebagaimana dimnaksud dalamn Pasal 15, Bidang 
Pemberdayaan Ekonori dan Sosial Masyaralat merpunryai tungsi 
a penyusunan pedoman, rencana dan evalua di bidangnrya 
b penyiapan bahan perurnusan kebijakan tekris di bidangnya 
c peryelengar t a n  pemnberdryaan  usaha  elonomi  masyaral.at  skala  Daerah 
d koordinasi den faslit.asi penyelenggar aan pengernbangan usaha elonori 

eluarga dan kelorpok masyarak.at skala Daerah 
e koordinasi dan fastasi peryelenggaraan pengeroangan produksi darn 

perasaran hast usaha masyarak.at skala Daerah 
f koordinasi dan fasilitasi penryelenggar aan pengembangan pertanian pagan 

dan peningiatan etahanan pangan masyar a.at skala Daerah 
g penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang 

permnberdaryaan adat dean pengemnbangan kehidupan sosial masyarak.at skala 
Daer ah 

h koordinasi dan fe ilitasi pemberdayaan lemnbaga adat skala Daerah 
pembinaan dan supervisi pemberdayaan lemnbaga adat skale Deerah 

j penyelenggaraan kegatan administrasi di bidangnya 
k pelaksan n tugas tugas lain yang dibenk.an oleh Kepala Baden 

Pemberdayaan Masyaralat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 17 

(1)Bidang Pemberdayaan Eonomi dan Sosval Masyar ak.at terdini dari 
a Sub Bidang Pembin n dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 
b Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Masyaralat 

(2)MMasing-me ng Sub Bidang sebagaimana dimnaksud dalamn ayat (1) dipimpin 
oleh se0rang Kepa la  yang  berada  di  bawah dan bertangungawab kepada 
Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Mas yaralat 



PAsal 18 

4 ng Pembinaan dean Pengembangan Eonormi Masyarakat mempunyau 
meaisanal.an peryiapan, perurTusan, kebiakan tehis, pelaksanaan 

rysunan rencana dan program kegatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan 
erbe» n pendataan, perantauan, pengendalian, monitoring. evaluasi dan 
p a p  ran  inerja  rbdang Pemberdayaan Ekonomi Mas yarakat 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagarmana dimaksud dalam Pasal 18, Sub 
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyat 
fungsi 

a penyiapan bahan perumusan kebiakan teknis di bidangnya 
b Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Daerah 
c Koordiasi dan fastasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi 

eluarga dan kelompok masyarakat skala Daer ah 

d Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok 
masyarakat skala Daerah 

e. Koordinasi dan faslitasi penyelen9gar aan pengerbangan produksi dan 

pemasaran hasl usaha masyarakat skala Daerah 
f Koordinasi dan fasilirtasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pang.an 

dan peningatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah 
g penyelenggaraan kegatan administrasi di bidangnya 
h pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Bidang Pemberdayaan 

Ekonomi dan Sosual Budaya Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 20 

Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat mempunyair tugas melaksanakan 
penyiapan, perurusan, kebijak.an tehnis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan 
program kegiatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan pembinaan, pendataan 
permantauan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang 
Pemberdayaan sos»al Masyarakat 

Pasal 21 

Untukx menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O, Sub 
Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat mempunyai fungsi 
a penyiapan bahan perurmusan kebiakan teknis di bidangnya 
b Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang 

pemberdayaan adat dan pengembangan ketwdupan sosial budaya 
masyaralat skala Daerat 

c Koordinasi dan fasilitasir pemberdayaan lemnbaga adat skala Daerah 
d Pembinaan dan supervise pemberdayaan lembaga adat skala Daerat 
e Monitoning. evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya 

skala Daerah 
f penyelenggaraan kegatan administrasi di brdangnya, 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Bidang Pemberdayaan 

Ekonomi dan Sosial Masyarakat sesuair tugas dan fungsiya 



a a Kern.a 

(1) Bidang Penanggulangan Kernislinan Bidang Pemberdayaan 
Penanggulangan Kernislinan dipimnpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas polok mengkoordinasik.an, konsultasi, sosialisasi, kerja 
sama, pengurpulan dan analisa data, perurusan, kebijakan tennis, 
pelaksanaan, penyusunan rencana dan program egiatan, peningkatan 
SDM, permantauan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan membuat 
laporan linerja dan keuangan dibidang Penanggulangan Kemniskinan 

(2) Bidang Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Passi 22 

Pasal 23 

Untuk meryelenggaraian tugas sebagaimnana dimalsud dalam Pasal 22, Bidang 
Penanggulangan Kemiskinan memnpunyai fungsi 
a. penyiapan bathan perumusan ebijakan teknis di bidangnya 
b. melalsanakan pengumpulan bahan, data dan analisa, sosiasasi, 

perurmusan, kebijalan tehnis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan 
program kegiatan dibidang Penanggulangan Kemniskinan; 

c. Koordinasi dan fasiltasi penvelenaqaraan pemberdavaan elonormi pendudul 
miskin skalg Dau ah. 

d. Koordinasi dan fasitasi pelaksanaan peningkatan esejahteraan sosial skala 
Deerah 

e. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya; 
f. pelalsanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepale Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 24 

(1) Bidang Penanggulangan Kemiskinan terdini dart: 
a Sub Bidang Pendataan Kemislinan; 
b. Sub Bidang Pengentasan Kemislinan 

(2) Masing-mnasing Sub Bidang sebagaimana dimnaksud dalam ayat (1) dipimpin 
oleh sorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada 
Kepala Bidang Penanggulangan Kermislinan. 

Pasal 25 

Sub Bidang Pendataan Kernislinan mempunyai tugas koordinasi, konsultast, 
sosialisasi, kerja sara, pengurpulan dan analisa data, perumusan, kebijakan 
tehnis, pelasanaan, peryusunan rencana dan program egiatan pendataan 
Kemislinan. 
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gas b ga  men  dimnaksud delamn Pas.al 25, Sub 
k nan mernpunyai fungi 

ix b¥ lie.4%eee ho 

b h  n,  data  dan  an  lis .a,  so6ialisasi, perurnusan, kebijakan 
peysunan rencana dan program egiatan dibidang 

Ker an 

c mengi rdin es.lan peryiapan bah'an perurusan kebijakan tehnis dibidang 
Kenislinan 

d perye le nggars  n  airinistr ·+ di bidangnya 
e tug -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Penanggulangan Kernislinan uai tugas dan fungsinya 

sub Bdang Pen genta an  Kemikinan  memo""""oas koordinasi. onsuttas. 
sosialisasi, kerja sarna, perurnusan, kebijakan tehnis, pelaksanaan, penyusunan 
rencana dan program kegiatan, peningkata SOM, permantauan, pengendalian, 
monitoring, valuasi dan pe la por an  dibidang  pengentn s an  kernislinan  

Untuk  menyelenggarala  tugas  sebagairmana  dirnaksud  dalamn  Peal  27, Sub 
Bidang Pengent an Kerislinan merpunyai fungsi 
a pen yia pan  bahan  perurusan  kebijak.an teknits di bidangnya, 
b. Koordinasi den fa ilitasi penyeenggaraan pemberdayaan elonori pendudu 

miskin slala Deerah 
¢ Koordinasi dan fa ilitasi plaksanaan peningkatan esejahteraan sosial ska 

Daerah; 
d. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan esejahteraan sosial, 
e. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya, 
f pelaksanaan tu g s- tugas  lain  yang  diberilan oleh Kepala Bidang 

Penanggulangan Kerislinan esuai tugas dan fungsinya 

Ba gian  Keenamn  

Bidang  Pengembangan Desa 

Pasal 29 

(1) Bidang Pengembangan Desa mempunyai tugas menyiaplan bahan, 
penyusunan rencane dan programn kegi tan, pelaksanaan, pelaryanan 
administnt i dan Teknis, pembinaan dan bimnbingan kelerbagaan, motivasi, 
peningla ta n  Sumber  Daya  Manusia  (S0AM) dan kesejahteraan masyaralat, 
f lit gj dat vw jlq i  ht% nitori % A% a6i, pend8 in, peri in, an Da0tan, (non4 0g, 6Val0al, Ga 

p e la poran  kinerja  dan  keuangan  bidang  Pengembangan Des.a 



(2) Bidang Pengembangan Desa dipimnpin oleh seorang Kepala yang berada 
dibarwah dan bertanggungawab epada Kepala Badan Pemberdayaan 
Masyaralat dan Des.a 

Pasa 30 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimaksud dalamn Pasal 29, Bidang 
Pengembangan Desa mempunyai fungsi 
a penyiapan bahan perurusan kebijak.an telnis di bidangnya 
b. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Daerah 
c. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan 

pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Daerah, 
d. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerja sarna teknologi pedesaan skala 

Daerah 
e Pervelenggaraan pemnberdayaan masyarakat dalamn pengelolaan surnber 

daya alarm dan telnologi tepat guna skala Daerah 
f. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peranfaatan lahan dan pesisir 

pedes¢ in skala Daerah; 
g. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya; 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 31 

(1) Bidang Pengembangan Desa terdiri dart 
a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan 

Kelemnbagaan Masyarakat; 
b. Sub Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Masyarakat 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin 
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada 
Kepala Bidang Penanggulangan Kemislinan. 

Pasal 32 

Sub Bidang Pengembangan Kapasitag Desa/Kelurahan dan Kelembagaan 
Mas yarakat memnpunyai tugas melaksanakan perurusan kebijalan tehis 
pelaksanan birbingan dan pembinaan, fasilitasi, bantuan, peningkatan, 
pengurpulan data dan bahan, penyusunan rencana dan program kegiatan, 
penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan dibidang 
Pengembangan Kapasitas DesaKelurahan dan Kelembagaan Masyaralat 

Pasal 33 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub 
Bidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan Kelembagaan 
Mas yaralat mempuryai fungsi 
a penyiapan bahan perurnusan ebijakan teknis di bidangnya, 
b. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Daerah 
c Pelaksanaan pelathan masyaralat skala Daerah 
d Pelaksanaan pengeroangan manajemen pembangunan partisipatif 

asyaralat skala Daerah 
e Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalamn penataan dan 

pendayagunaan ruang iawas.an perdesaan skala Daerah 
f per ye le nggar an  legiatan  administresi  di bidangnya, 
g t g -tu ga  lain  yang diberikan oleh Kepala Pengembangan 

Des.a uai tuagas dan tungsnya 



• 

Pal 34 

Sub Bidang Pengembangen Saran& Pr arana Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan perurusan ebijalan tehnis, pelaksanaan bimnbingan dan 
pembirnu n, f4 #litasi, bantuan, peningkatan, pengurpulan data dan baban, 
penyusunan rencana dan programn egi u tan ,  penilaian, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan linerja dan keuangan dibidang Pengembangan Sarana Prasarana 
Masyaraat 

Pasal 35 

Untuk merryelenggarak tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub 
Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Masyaralat mempunyai fungsi 
a penyi pan bahan perurusan kebijalan teknis di bidangnya 
b Pembinaan, pengawas.an dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana 

pede aan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala 
Dex ah 

c Pembinaan dan supervisi peranfaatan teknologi tepat guna skala Da rah 
d. Penyelenggaraan pemberday in masyarakat dalamn pengelolaan sumber 

daya alarn dan tenologi tepat guna skala Daerah 
e. Pelaksanaan pernanft tan lahan dan pr isir perdesaan skala Daerah 
f pen yo le nggars  in  legiatan  administrasi di bidangnya 
g pelaksanaan tug4 -tug lain yang diberikan oleh Kepala  Pengembangan 

Desa sesuai tugas dan funginya 

8AB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Paal 36 

Peraturan Bupati ini mulai bertakxu pada tanggal diundangkan 

Agar setinp orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalemn Benita Da er ah  

Ditetaplan di Jepara 
pada tanggal s ¢lbu 2le 

BUPATI JEP 

ENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal s7 t6 eo 
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